
 
 
 

 
WALI KOTA PEKALONGAN 
PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN 
NOMOR 26 TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 41 TAHUN 2019 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA 

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTAYASA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA PEKALONGAN, 

Menimbang : a. bahwa pengadaan barang/jasa Perusahaan Umum 
Daerah Air Minum Tirtayasa mempunyai peran dalam 
peningkatan pelayanan publik sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 41 
Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtayasa Kota 
Pekalongan; 

  b. 
 
 
 
 

bahwa dengan adanya perkembangan keadaan terkait 
pelaksanaan serta perubahan ketentuan Pengadaan 
Barang/Jasa, maka perlu mengubah Peraturan 
Walikota Pekalongan Nomor 41 Tahun 2019 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah 
Air Minum Tirtayasa Kota Pekalongan;   

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan 
Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 41 Tahun 
2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan 
Umum Daerah Air Minum Tirtayasa; 

Mengingat 
 

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, 
Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang- 
Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di 
Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 551); 

 

 

 

SALINAN 



  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 
II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II 
Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3381); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang 
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4490); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang 
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6173); 

  7. 
 
 
 
 
 
 

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 
Negara Tahun 2021 Nomor 63);  

  8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 
2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum 

Tirtayasa (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 
2018 Nomor 15); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 41 
TAHUN 2019 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA 
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM 
TIRTAYASA. 
 
 
 
 
 
 



Pasal I 
 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 41 Tahun 

2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum 
Tirtayasa (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 41) diubah sebagai 
berikut: 
 
1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan: 

1.                                                                                                                                                                 Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

2.  Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan. 
3.  Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah 

Air Minum Tirtayasa. 
4.  Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtayasa Kota Pekalongan, 

yang selanjutnya disebut Perumda Tirtayasa adalah Badan Usaha 
Milik Daerah, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota 
Pekalongan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah 

Air Minum Tirtayasa Kota Pekalongan. 
5.  Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan 

Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah 
yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum 
Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum 
Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan 
kepada Direksi atau Dewan Pengawas. 

6.  Direktur adalah Direktur Perumda Tirtayasa. 
7.  Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang 

selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas 
mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah. 

8.  Pengadaan Barang/Jasa Perumda Tirtayasa yang selanjutnya disebut 
Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh 
Perumda Tirtayasa Kota Pekalongan yang dibiayai dengan anggaran 
Perumda Tirtayasa yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, 
sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. 

9.  Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Direktur 
selaku pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perumda 
Tirtayasa. 

10.  Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah 
pejabat yang diberi kewenangan oleh PA untuk mengambil keputusan 
dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan 
pengeluaran anggaran Perumda Tirtayasa. 

11.  Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ 
adalah adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/ Pemerintah 
Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa. 

12.  Tim Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Tim Pengadaan 
adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Direktur untuk 
mengelola pemilihan Penyedia. 

13.  Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/ 
personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, 
Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing. 

14.  Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang seluruh 
pekerjaan Pengadaan melaksanakan sebagian atau Barang/Jasa yang 



diberi kepercayaan oleh Perumda Tirtayasa sebagai pihak pemberi 
pekerjaan. 

15.  Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang menyelenggarakan kegiatan 

secara Swakelola. 
16.  Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Pejabat Fungsional yang 

diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh 
Direktur untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. 

17.  Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat 
RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan 
dilaksanakan oleh Perumda Tirtayasa. 

18.  E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang 
disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa Perumda 
Tirtayasa. 

19.  Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan 
teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan 
Barang/Jasa secara elektronik. 

20.  Satuan Pengawas Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah aparat 
yang melakukan pengawasan melalui audit, review, pemantauan, 
evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan 
tugas dan fungsi Perumda Tirtayasa. 

21.  Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut 
Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan 

sendiri oleh Perumda Tirtayasa, Kementerian/ Lembaga/Perangkat 
Daerah, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat. 

22.  Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah 
secara organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat 
sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, 
kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam 
pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang berdasarkan Pancasila. 

23.  Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang 
melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan dukungan anggaran 
belanja dari Perumda Tirtayasa. 

24.  Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh 
barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha. 

25.  Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik 
yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang 
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah 
hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-
sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam 
berbagai bidang ekonomi. 

26.  Penyedia Barang/Jasa Perumda Tirtayasa yang selanjutnya disebut 
Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa 
berdasarkan kontrak. 

27.  Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, 
bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, 
dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang. 

28.  Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang 
meliputi pembangunan, pengoperasian, pengoperasian, pemeliharaan, 
pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. 

29.  Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan 
keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan 
adanya olah pikir. 

30.  Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang 
membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan 
dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha 
untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. 



31.  Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah 
perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK. 

32.  Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan 

metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, 
dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian 
kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di 
bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan 
ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau 
teknologi. 

33.  Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-purchasing 
adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog 
elektronik. 

34.  Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya. 

35.  Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa 
Konsultansi. 

36.  Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan 
Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa 
Lainnya dalam keadaan tertentu. 

37.  Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya. 
adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling 

banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
38.  Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan 

untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling 
banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 

39.  E-reverse Auction adalah metode penawaran harga secara berulang. 
40.  Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Tim 

Pengadaan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat 
informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam 
pemilihan Penyedia. 

41.  Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak 
adalah perjanjian tertulis antara PA dengan Penyedia Barang/Jasa 
atau pelaksana Swakelola. 

42.  Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau 
badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah. 

43.  Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan 
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang 
dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 
Langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi 
kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 

44.  Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 
yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 
merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, 
dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung 
dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih 
hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 
tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 

45.  Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan 
tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan 
Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang 
menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi 
untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan 



peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor 
Indonesia. 

46.  Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta 

pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan 
Barang/Jasa di Perumda Tirtayasa dalam jangka waktu tertentu. 

47.  Pengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan Barang/Jasa yang 
bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara 
ekonomis tidak hanya untuk Perumda Tirtayasa sebagai penggunanya 
tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak 
negatif terhadap lingkungan dalam keseluruhan siklus 
penggunaannya. 

48.  Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi Pengadaan 
Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa paket Pengadaan 
Barang/Jasa sejenis. 

49.  Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak 
para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, 
sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak 
dapat dipenuhi. 

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 2 
Ruang Lingkup pengaturan Peraturan Wali Kota ini adalah  

a. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Perumda Tirtayasa yang 
menggunakan anggaran Perumda Tirtayasa; 

b. Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran Perumda Tirtayasa 
sebagaimana dimaksud huruf a termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang 
sebagian atau seluruh dananya bersumber dari  pinjaman dalam negeri 
dan/atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Perumda Tirtayasa; 
dan/atau 

c. Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran Perumda Tirtayasa 
sebagaimana dimaksud huruf a termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang 
sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah 
luar negeri. 

 
3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 8 

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas: 
a. PA;  
b. PPK; 

c. Pejabat Pengadaan; 
d. Pokja Pemilihan; 
e. Agen Pengadaan; 
f. Penyelenggara Swakelola; dan 
g. Penyedia. 

 
4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 9 

PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan 
kewenangan: 
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran 

belanja; 

b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran 
belanja yang telah ditetapkan; 

c. menetapkan perencanaan pengadaan; 



d. menetapkan dan mengumumkan RUP; 

e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; 

f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang 

gagal; 

g. menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam; 

h. menetapkan PPK; 

i. menetapkan Pejabat Pengadaan; 

j. menetapkan Penyelenggara Swakelola; 

k. menetapkan tim teknis; 

l. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui 
Sayembara/Kontes; 

m. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan 

n. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan: 
1.  Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa 

Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas 
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); 

2.  Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa 
Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

  
5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 11 
 

Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas: 
a. 
b. 
 
 
c. 
 
 
d. 

melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;  
melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung 
untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang 
bernilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);  
melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung 
untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak 
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); dan 
melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling sedikit 
Rp300.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 

 

6. Ketentuan Pasal 14 dihapus. 

 

7. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 27 

(1) 
  
 
 
 
 
(2) 
 
 
(3) 
 
 
(4) 

Bentuk Kontrak terdiri atas: 
a. bukti pembelian/pembayaran; 
b. kuitansi; 
c. Surat Perintah Kerja (SPK); 
d. surat perjanjian; dan 
e. surat pesanan. 
Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan 
nilai paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). 
Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan 
untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak 
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 
SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk 



 
 
 

 
 
 
(5) 
 
 
 
 
(6) 
 
 
(7) 

Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak 
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa 
Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp.50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan 
konstruksi dengan nilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah). 
Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 
digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 
Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu 
miliar rupiah) dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai 
paling sedikit di atas Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 
Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan 
untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-purchasing atau pembelian 
melalui toko daring. 
Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kontrak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan dokumen pendukung Kontrak, diatur 
dalam Peraturan Direktur. 

 
8. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 32 

(1)  Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) 
huruf c diberlakukan untuk Kontrak Pengadaan Barang/ Pekerjaan 
Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

(2)  Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
diperlukan, dalam hal: 
a. Pengadaan Jasa Lainnya yang aset Penyedia sudah dikuasai oleh 

Pengguna; atau 
b. Pengadaan Barang/Jasa melalui E-purchasing. 

(3)  Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan adalah sebagai berikut: 
a. untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh 

persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai HPS, 
Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak; 
atau 

b. untuk nilai penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh 
persen) dari nilai HPS, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima 
persen) dari nilai total HPS. 

(4)  Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan untuk pekerjaan terintegrasi 

adalah sebagai berikut: 
a. untuk nilai penawaran antara 80% (delapan puluh persen) sampai 

dengan 100% (seratus persen) dari nilai Pagu Anggaran, Jaminan 
Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak; atau 

b. untuk nilai penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari 
nilai Pagu Anggaran, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima 
persen) dari nilai Pagu Anggaran. 

(5)  Jaminan Pelaksanaan berlaku sampai dengan serah terima pekerjaan 
Pengadaan Barang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan 
Konstruksi. 

 

 

 

 



9. Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 37 

(1) Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 
Lainnya terdiri atas: 
a. E-purchasing: 
b. Pengadaan Langsung: 
c. Penunjukan Langsung; dan 
d. d. Tender. 

(2) E-purchasing dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah 
tercantum dalam katalog elektronik. 

(3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang 
bernilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

(4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 
dalam keadaan tertentu. 

(5) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan 
untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya bernilai paling 
sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

(6) Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan 

tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: 
a. barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Perumda 

Tirtayasa; 
b. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan 

sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko 
kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat 
direncanakan/diperhitungkan sebelumnya; 

c. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat 
disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu; 

d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan 
hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak 
yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang 
menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah; 
atau 

e. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan 
Tender ulang mengalami kegagalan. 

(7) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan 
dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c. 
 

  



10. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 39 

(1) Metode penyampaian dokumen penawaran dalam pemilihan Penyedia 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan: 
a. 1 (satu) file; 
b. 2 (dua) file; atau 

c. 2 (dua) tahap. 
(2) Metode satu file digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan 

Konstruksi/Jasa Lainnya yang menggunakan metode evaluasi Harga 
Terendah. 

(3) Metode dua file digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan 
Konstruksi/Jasa Lainnya yang memerlukan penilaian teknis terlebih 
dahulu. 

(4) Metode dua tahap digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan 
Konstruksi/Jasa Lainnya yang memiliki karakteristik sebagai berikut: 
a. spesifikasi teknisnya belum bisa ditentukan dengan pasti; 
c. mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan desain 

penerapan teknologi yang berbeda; 
d. mungkinkan perubahan spesifikasi teknis berdasarkan klarifikasi 

penawaran teknis yang diajukan; dan/atau 

e. membutuhkan penyetaraan teknis. 
 

11. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 40 

(1) 
 
 
 
(2) 
 
 
(3) 
 
 
(4) 
 
(5) 

Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas: 
a. Seleksi; 
b. Pengadaan Langsung; dan 
c. Penunjukan Langsung. 
Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan 
untuk Jasa Konsultansi bernilai paling sedikit di atas 
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 
Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan 
paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 
Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu. 
Kriteria Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) meliputi: 

a. Jasa Konsultansi    yang hanya   dapat dilakukan   oleh 1 (satu) 
Pelaku Usaha yang mampu; 

b. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) 
pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah 
mendapat izin pemegang hak cipta; 

c. Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/ 
advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan 
sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan. 
hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan 
dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda; 
atau 

d. Permintaan berulang (repeat order) untuk Penyedia Jasa 
Konsultansi yang sama. 

 
 
 



12. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 57 

(1) PPK menyerahkan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 
kepada PA/KPA. 

(2) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterangkan dalam 
berita acara. 

 
13. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 77 

(1) Sanksi administratif dikenakan kepada PA/PPK/Pejabat Pengadaan/ 
Pokja Pemilihan yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi 
kewajibannya. 

(2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/pejabat yang 
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Sanksi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat dikenakan kepada 
PA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan yang terbukti melanggar 
pakta integritas berdasarkan putusan Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha, Peradilan Umum, atau Peradilan Tata Usaha Negara. 
 

Pasal II 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan     
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan. 

Ditetapkan di Pekalongan 
pada tanggal 15 Juli 2024 

 
WALI KOTA PEKALONGAN 

 TTD 
STEMPEL 

 
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID 

 
Diundangkan di Pekalongan 
Pada tanggal 15 Juli 2024 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN 
TTD 

STEMPEL 
 
NUR PRIYANTOMO 
 
BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2024 NOMOR 26 
  
Salinan sesuai dengan aslinya 
 
KEPALA BAGIAN HUKUM 
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN 
 
 
ADAM MUHAMAD, S.H. 
Pembina / IV(a) 
NIP. 19790407 200902 1 004 


